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Kata Pengantar

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan 

subsidi dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta 

memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial 

diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat 

kurang mampu melalui berbagai Kementerian/Lembaga pelaksana. Subsidi juga 

diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, namun sebagian besar 

subsidi masih dalam bentuk subsidi barang. Hasil penelusuran berdasarkan mata 

anggaran di Kementerian Keuangan dengan kode akun 57 (dana bantuan sosial), akun 52 

(dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (anggaran subsidi) sedikitnya terdapat 89 

program yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu. 

Dalam buku ini, pembahasan difokuskan pada 25 program Government to Person (G2P), 

yang masuk dalam kategori: (i) bantuan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi 

kerentanan kelompok miskin atau hampir miskin, (ii) diberikan dalam bentuk uang tunai 

atau nontunai, berwujud barang, dan jasa, serta (iii) manfaatnya dirasakan langsung 

oleh individu, keluarga, dan kelompok penerima. Program-program tersebut sudah 

dilaksanakan secara reguler oleh berbagai Kementerian/Lembaga mencakup bidang 

pangan, pendidikan, kesehatan, energi, ekonomi dan sosial, perumahan, pertanian, 

dan kelautan perikanan.  

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai 

program dalam rangka menyukseskan agenda penanggulangan kemiskinan. Buku ini juga 

diharapkan bisa menjadi sebuah inisiasi dalam persiapan menuju bantuan sosial terintegrasi, 

yang diharapkan lebih efektif dan efisien dalam implementasinya kedepan. Kami 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 

menyusun buku ini. Masukan, saran, dan kritik yang membangun kami harapkan untuk 

perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Dr. Bambang Widianto
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/
Sekretaris Eksekutif TNP2K
Sekretariat Wakil Presiden
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Dalam empat dekade terakhir, tren persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan 

penurunan dari 60 persen pada tahun 1970 menjadi 11,4 persen pada tahun 2013. Namun 

demikian, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan sejak tahun 2010, dari 1,2 persen per tahun 

pada periode 2006-2010 menjadi 0,5 persen per tahun pada 2010-2013. Selain itu, ketimpangan yang 

ditunjukkan oleh rasio Gini meningkat dari 0,341 di tahun 2002 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Untuk 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah 

mengadakan berbagai program bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang 

mampu. 

Pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kerap dikenal sebagai pembayaran dengan 

skema Government to Person (G2P). Pembayaran dengan skema G2P dapat meliputi pembayaran bantuan 

sosial, subsidi, gaji, pensiun serta insentif bagi pegawai negeri. Indonesia sendiri memiliki berbagai 

program yang disalurkan dengan skema G2P, termasuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Di 

Indonesia, program-program dengan skema G2P masih diselenggarakan secara terpisah oleh berbagai 

Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan 

dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah umum, Kementerian Agama menyalurkan 

dana untuk PIP untuk sekolah berbasis agama, dan Kementerian Sosial menyalurkan dana untuk 

program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial. Selain 

itu, program skema G2P juga banyak disalurkan oleh kementerian teknis lainnya yang secara umum 

ditargetkan kepada kelompok masyarakat yang rentan. 

Keragaman program dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu merupakan 

kekuatan sekaligus tantangan dalam pembangunan. Di satu sisi, ada banyak aspek pembangunan 

manusia yang diakomodasi oleh berbagai program tersebut. Ditambah lagi, semua program memiliki 

kelengkapan umum untuk dijalankan, seperti kejelasan payung hukum, ketersediaan mekanisme seleksi 

penerima manfaat, serta ketersediaan mekanisme penyaluran bantuan. Di sisi lain, variasi pengelolaan 

program yang cukup kompleks serta perbedaan basis data yang digunakan menjadi tantangan di 

dalam pelaksanaan program, yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas program.

Hasil evaluasi dari program bantuan sosial menunjukkan adanya keberhasilan namun juga kekurangan, 

antara lain masalah targeting penerima bantuan serta manajemen distribusi penyaluran bantuan 

terutama untuk program bantuan subsidi pangan (Suryahadi dkk, 2014). Oleh karena itu, sebagaimana 
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di beberapa negara lainnya, pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki pengelolaan bantuan sosial 

dengan melalukan integrasi sistem penyaluran dana bantuan dari pemerintah kepada masyarakat 

kurang mampu.  

Laporan ini merupakan hasil dari studi yang memiliki tujuan utama untuk memetakan dan menganalisis 

program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga dan kelompok kurang mampu. Dalam studi ini, 

program dengan skema G2P yang dibahas terbatas pada program-program bantuan skala nasional 

dari Pemerintah Indonesia kepada masyarakat kurang mampu yang bersumber dari mata anggaran 

bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. 

Pemetaan program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dilakukan dengan metode 

penelusuran literatur dan pengumpulan data dari kementerian pelaksana program-program dengan 

skema G2P. Secara khusus, program ditelusuri berdasarkan mata anggaran dengan kode akun 57 

(untuk program dengan anggaran dana bantuan sosial), akun 52 (untuk program dengan anggaran 

dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (untuk program yang bersumber dari anggaran subsidi). 

Penelusuran awal studi ini menghasilkan 89 program yang teridentifikasi sebagai program dengan 

skema G2P. Kajian lebih mendalam dilakukan hanya pada 25 program utama. Bantuan yang dikaji 

berbentuk uang dan barang yang diberikan secara tunai dan nontunai. Informasi yang dikumpulkan 

meliputi deskripsi program, kriteria dan jumlah penerima, mekanisme penyaluran serta anggaran yang 

dialokasikan untuk tahun 2017. Khusus untuk anggaran program, beberapa informasi juga didapatkan 

dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dari hasil pemetaan 25 program didapati sistem penyaluran bantuan yang bervariasi antarkementerian 

(Tabel 1). Di antara program-program tersebut, seperti program BPNT dan PKH menggunakan kartu 

identifikasi yang juga sekaligus menjadi alat bayar. Dana bantuan untuk kedua program tersebut 

disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui bank/lembaga penyalur ke 

rekening penerima bantuan. Beberapa program lain juga menggunakan jasa bank/lembaga penyalur 

untuk pembayaran bantuan meskipun tidak langsung diterima oleh individu penerima, seperti Program 

Pendidikan Keterampilan Hidup. Bantuan subsidi beras seperti Rastra dan subsidi ELPIJI diberikan 

kepada produsen/penjual dan masyarakat kurang mampu membeli dengan harga subsidi. 
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*Anggaran tahun 2016

Tabel 1. Ringkasan 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu (2017)

No Program 
Kementerian/Lembaga 

Pelaksana
Bentuk 

Bantuan
 Basis Data 

Penerima Manfaat 
Kode 
Akun

Anggaran 
Tahun 2017

(Rupiah)

Program di Bidang Pangan

1 Beras Sejahtera (Rastra) / 
Subsidi Beras bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah

Kementerian Sosial Barang Basis Data Terpadu 
(BDT)

57 19 Triliun 

2 Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT)

Kementerian Sosial Uang BDT 57 1,6 Triliun

Sub total 20,6 Triliun

Program di Bidang Pendidikan

3 Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan

Uang BDT dan Data 
Pokok Pendidikan 
(DAPODIK)

57 10,2 Trilun

4 PIP untuk Siswa Sekolah Agama Kementerian Agama Uang BDT & basis data 
Kementerian Agama 
(EMIS)

57 1,1 Triliun

5 Bidikmisi Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi

Uang Sebagian BDT & 
rekomendasi sekolah 

57 1,1 Triliun

6 Bidikmisi Keagamaan (PTKIN/S) Kementerian Agama Uang Rekomendasi 
Madrasah/Sekolah

57 90 Miliar*

7 Program Keterampilan Hidup    

7a Program Pendidikan Kecakapan 
Kerja Unggulan (PKKU)

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan

Jasa Sebagian BDT 
(Penduduk usia 16 
- 40 tahun, dengan 
prioritas pemegang 
KIP/KKS/KPS) dengan 
tambahan kriteria 

52 85 Miliar

7b Program Pendidikan 
Kecakapan Wirausaha (PKW) 
dan Pendidikan Kecakapan 
Wirausaha Unggulan (PKWU) 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan

Jasa Sebagian BDT 
[Penduduk usia 16 
- 40 tahun (PKW), 
usia 20 – 35 tahun 
(PKWU) dengan 
prioritas pemegang 
KIP/KKS/KPS] dengan 
tambahan kriteria lain 

52 107 Miliar 
(PKW) 
5 Miliar 
(PKWU)

Sub total 12,7 Triliun

Program di Bidang Kesehatan

8 Program Indonesia Sehat (PIS) Kementerian Kesehatan Jasa BDT 57 21 Triliun

Sub total 21 Triliun

Program di Bidang Energi

9 Program Subsidi Listrik Kementerian ESDM Barang BDT 99 14 Triliun (900 
VA) dan 
28 Triliun (450 
VA)

10 Program Subsidi ELPIJI 3 Kg Kementerian ESDM Barang Data Subsidi Elpiji 
(kedepannya 
direncanakan akan 
menggunakan BDT) 

99 45 Triliun

11 Bantuan Penyediaan Lampu 
Tenaga Surya Hemat Energi 
(LTSHE)

Kementerian ESDM Barang Identifikasi dari Data 
PODES 2015 & usulan 
Pemerintah Daerah

52 333 Miliar

Sub total 87,3 Triliun
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No Program 
Kementerian/Lembaga 

Pelaksana
Bentuk 

Bantuan
 Basis Data 

Penerima Manfaat 
Kode 
Akun

Anggaran 
Tahun 2017

(Rupiah)

Program di Bidang Sosial dan Ekonomi

12 Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Uang BDT 57 12 Triliun

13 Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE)

Kementerian Sosial Uang BDT 57 107 Miliar

14 Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial Uang, 
Barang 
dan Jasa

Pemetaan oleh 
Kemensos bersama 
Perguruan Tinggi dan 
Pemerintah Daerah 

57 94 Miliar

15 Program Temu Penguatan 
Kapasitas Anak dan Keluarga 
(TEPAK)

Kementerian Sosial Uang 
dan Jasa

Proposal Lembaga 
Kesejahteraan 
Sosial Anak (LKSA) & 
Verifikasi Pemerintah 
Daerah

57 64 Miliar

16 Asistensi Sosial bagi Penyandang 
Disabilitas Berat (ASPDB)

Kementerian Sosial Uang Pengajuan Dinsos 
Kabupaten/Kota 
bersama dengan 
Pendamping program 

57 68 Miliar

17 Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia 
Terlantar (ASLUT)

Kementerian Sosial Uang Pendataan Dinas 
Sosial Kabupaten/
Kota

57 60 Miliar

Sub total 12,4 Triliun

Program di Bidang Perumahan

18 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 
Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana 
Lingkungan (Sarling)

Kementerian Sosial Barang BDT 57 15 Miliar 
(perdesaan) 
dan 11 Miliar 
(pesisir, pulau 
kecil dan 
perbatasan 
antar negara)

19 Bantuan Pembiayaan 
Perumahan

   

19a Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP)

Kementerian PU dan 
Perumahan Rakyat

Uang Pengajuan pemohon 
yang dikumpulkan/
seleksi oleh Bank

99 10 Triliun

19b Subsidi Selisih Bunga (SSB) Kementerian PU dan 
Perumahan Rakyat

Uang 99 4 Triliun

19c Subsidi Bantuan Uang Muka 
(SBUM)

Kementerian PU dan 
Perumahan Rakyat

Uang 99 2 Triliun

20 Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya (BSPS)

Kementerian PU dan 
Perumahan Rakyat

Uang 
dan 
Barang

Pengajuan dan seleksi 
oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK), 
Pemerintah Daerah, 
Fasilitator 

57 2 Triliun

Sub total 18 Triliun

Program di Bidang Pertanian

21 Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian Barang Pendataan oleh 
Unit Pelaksana 
Teknis Daerah 
(UPTD) Kecamatan & 
Penyuluh Pertanian 
Dinas Kabupaten/
Kota

99  31 Triliun
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No Program 
Kementerian/Lembaga 

Pelaksana
Bentuk 

Bantuan
 Basis Data 

Penerima Manfaat 
Kode 
Akun

Anggaran 
Tahun 2017

(Rupiah)

22 Bantuan Premi Asuransi Usaha 
Tani Padi (BP-AUTP)

Kementerian Pertanian Uang Pendataan oleh 
Unit Pelaksana 
Teknis Daerah 
(UPTD) Kecamatan & 
Penyuluh Pertanian 
Dinas Kabupaten/
Kota

52  144 Miliar

23 Bantuan Premi Asuransi Usaha 
Ternak Sapi (BP-AUTS)

Kementerian Pertanian Uang Pendataan oleh 
kantor Dinas 
kabupaten/kota

52  24 Miliar

Sub total 31,2 Triliun

Program di Bidang Kelautan dan Perikanan

24 Bantuan Premi Asuransi Nelayan 
(BPAN)

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan

Uang Pendataan oleh 
petugas pendamping 
& Dinas KKP 
Kabupaten/Kota

52 88 Miliar

25 Bantuan Premi Asuransi 
Perikanan bagi Pembudidaya 
Ikan Kecil (BP-APPIK)

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan

Uang Pendataan oleh petugas 
pendamping dan DInas 
KP Kabupaten/Kota

52 1,48 Miliar

Sub total 89 Milyar

Total 203 Triliun
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1,48 M
Total lahan seluas 3.300 Ha

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
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